
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

RENCANA PROGRAM KERJA JANGKA MENENGAH BNN 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

TAHUN 2025-2029 



KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, 

atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan Rencana Program Kerja (Renproja) 

Badan Narkotika Nasional Provinsi tahun 2025 – 2029 telah dapat 

diselesaikan. Rencana kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi 

seluruh jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Program Kerja (Renproja) yang telah 

disusun ini tidak berarti banyak tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang 

tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Sumatera Barat. 

Saran yang sifatnya konstruktif atau membangun sangat diharapkan 

dari Biro Perencanaan Sekretariat Utama BNN untuk kesempurnaan agar lebih 

baik dimasa akan dating. Akhirnya kepada semua oihak yang telah membantu 

tersusunnya Rencana Program Kerja (Renproja) Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 – 2029 ini diucapkan terima kasih. 

 

 

     Padang, 8 Desember 2025 
Kepala Badan Narkotika Nasional

Provinsi Sumatera Barat
 

 

 

  Dr. Riki Yanuarfi, SH.,M.Si 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. KONDISI UMUM 

Rencana Program Kerja BNN Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-

2029 memiliki nilai strategis dalam memperkuat kapasitas dan 

infrastruktur BNN Provinsi Sumatera Barat untuk menghadapi 

dinamika ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 

sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan 

Narkotika Nasional. 

Dalam bagian ini, Rencana Program Kerja BNN Provinsi Sumatera Barat 

akan diawali dengan uraian tentang kondisi umum yang 

merepresentasikan capaian-capaian kinerja kelembagaan BNN Provinsi 

Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang. Selain capaian-

capaian yang diraih BNN Provinsi Sumatera Barat, disadari bahwa 

dalam upaya mencapai visi dan misi BNN Provinsi Sumatera Barat 

terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi 

masyarakat yang merupakan harapan stakeholders kepada BNN 

Provinsi Sumatera Barat akan dijabarkan sebagai masukan dalam 

penyusunan Rencana Program Kerja ini. Aspirasi masyarakat tersebut 

didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan stakeholders atas 

pelayanan yang diberikan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat dalam 

empat tahun terakhir. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-

dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan oleh BNN Provinsi 

Sumatera Barat di masa yang akan datang.  

Menyajikan data terkait permasalahan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi. Jenis data yang dapat 

disajikan diantaranya; 

 



a. Data kasus tindak pidana narkoba  

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat pada tahun 

2024 menyelesaikan 12 kasus tindak pidana narkotika dan 

penyerapan anggaran Rp 431.041.683 (99,32%) dengan target 9 

kasus dengan anggaran Rp 433.996.000. 

No Indikator Kinerja Target Realisasi % 

1 Berkas Perkara Tindak Pidana 

Narkotika 

9 12 133 % 

 Pada Tahun Anggaran 2024 BNN Provinsi Sumatera Barat 

mendapatkan target sebanyak 12 kasus dengan rincian : 

BNNP Sumatera Barat : 11 kasus : Rp 433.996.000 

BNNK Sawahlunto : 1 kasus : Rp 15.734.000 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat pada tahun 

2025 menyelesaikan 18 kasus tindak pidana narkotika dengan 

target 15 kasus dengan anggaran Rp 532.560.000 

No Indikator Kinerja Target Realisasi % 

1 Berkas Perkara Tindak Pidana 

Narkotika 

15 18 120 % 

 

LAPORAN BARANG BUKTI 

PER 30 SEPTEMBER 2025 

 

NO 
JENIS BARANG 

BUKTI 
SATUAN JUMLAH KETERANGAN 

A Berupa Aset (Non Narkotika) 

1. Uang Tunai IDR/US - 
-  

2. 
Uang Dalam 

Rekening 
IDR/US - 

- 

3. 
Kendaraan Roda 

Empat 
Unit 2 

- LKN 0010 

- 1 (satu) unit kendaraan roda 

empat merk Toyota Avanza 

warna silver metalik nomor polisi 

B 1493 KMG 

- 1 (satu) lember STNK 

No.15266796 an. Purwanto 

- LKN 0011 

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota 

Avanza warna hitam nomor polisi 

B 1883 VMS 



- 1 (satu) lembar STNK Toyota 

Avanza warna hitam nomor 

registrasi B 1883 VMS 

- 1 (satu) unit mobil merk 

mitsubitshi Colt Diesel warna 

hijau nomor polisi AE 9289 NG 

- 1 (satu) lembar STNK Mobil 

Mitsubitshi Colt diesel warna 

hijau nomor registrasi AE 9289 

NG 

4 
Kendaraan Roda 

Dua 
Unit - -  

5. Handphone Unit 8 

- LKN 0010 

- 1 (satu) unit handphone merk 

INFINIX HOT 50 warna titanium 

- 1 (satu) unit handphone merk 

Redmi Note 14 warna hitam 

- 1 (satu) unit handphone merk 

INFINIX HOT 9 Play warna ungu 

- 1 (satu) unit handphone merk 

Redmi 13 C warna hitam 

- 1 (satu) unit handphone merk 

Redmi Note 8 warna biru 

- 1 (satu) unit handphone merk 

Samsung A03 warna hitam 

- LKN 0011 

- 1 (satu) unit handphone merk 

Samsung A16 5G warna biru 

- 1 (satu) unit handphone merk 

Vivo Y19s Pro warna biru 1 (satu) 

buah kartu SIM IM3 nomor 

085809409080 

6. Buku Tabungan Buah - 
-  

7. Kartu ATM Buah - -  

B Berupa Non Aset (Narkotika & Psikotropika) 

1. Shabu Gram - -  

2 Ekstasi Gram/butir - - 

3. Ganja Gram - - 

 

 

 

 

 

 

 



b. Data kawasan rawan narkoba 

KATEGORI KERAWANAN NARKOBA 

PADA DESA/KELURAHAN DI WILAYAH KERJA 

BNN PROVINSI SUMATERA BARAT 

PER JANUARI 2025 

 

Desa Kecamatan Kabupaten Propinsi 
Indeks 

Final  

Label 

Final  

Makalo Pagai Selatan KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     2,33  Siaga 

Sinaka Pagai Selatan KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     1,87  Waspada 

Matobe Sikakap KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     2,06  Waspada 

Sikakap Sikakap KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     2,40  Siaga 

Bukit 

Pamewa 

Sipora Utara KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     1,98  Waspada 

Sido Makmur Sipora Utara KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     1,72  Waspada 

Tuapejat Sipora Utara KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     2,43  Siaga 

Goisooinan Sipora Utara KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     2,13  Siaga 

Betumonga Sipora Utara KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     2,22  Siaga 

Saliguma Siberut Tengah KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     2,03  Waspada 

Sagulubbeg Siberut Barat Daya KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     2,00  Waspada 

Katurei Siberut Barat Daya KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     2,04  Waspada 

Sigapokna Siberut Barat KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     2,35  Siaga 

Simatalu Siberut Barat KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     2,09  Waspada 

Sirilogui Siberut Utara KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     2,46  Siaga 

Sotboyak Siberut Utara KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     2,38  Siaga 

Madobag Siberut Selatan KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     1,91  Waspada 

Muntei Siberut Selatan KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     2,15  Siaga 

Maileppet Siberut Selatan KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     2,39  Siaga 

Saureinu Sipora Selatan KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     2,17  Siaga 

Matobe Sipora Selatan KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     2,11  Siaga 

Sioban Sipora Selatan KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     2,07  Waspada 

Mara Sipora Selatan KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     2,48  Siaga 

Nemnemleleu Sipora Selatan KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     2,07  Waspada 

Beriulou Sipora Selatan KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     2,12  Siaga 

Bosua Sipora Selatan KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     2,19  Siaga 

Saumanganya Pagai Utara KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     2,14  Siaga 

Betumonga Pagai Utara KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT     1,95  Waspada 

 

 

 

 

 



c. Data penyalah guna narkoba yang lapor diri atau voluntary. 

Klien pengguna atau penyalahguna yang lapor diri atau voluntary 

dilayani di Klinik Pratama BNNP Sumbar. Layanan yang diberikan 

dalam bentuk rehabilitasi rawat jalan berupa layanan konseling 

dan layanan terapi (terapi simptomatik, terapi terkait kondisi fisik 

dan psikis serta intervensi psiko sosial) terjadwal sesuai dengan 

hasil asesmen untuk mencapai dan mempertahankan kondisi 

pemulihannya serta layanan rehabilitasi bina lanjut (pasca 

rehabilitasi) guna mengukur peningkatan kualitas hidup klien 

yang telah pulih. Jumlah Voluntary di BNNP Sumbar adalah 

sebagai berikut: 

NO Tahun Jumlah 

1 2023 115 orang 

2 2024 134 orang 

3 2025 56 orang 

 

d. Data fasilitas layanan rehabilitasi (LRIP dan LRKM) 

Pada data fasilitas layanan rehabilitasi LRIP sebanyak 10 lembaga dan 

LRKM sebanyak 2 Lembaga pada BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 

Anggaran 2023. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2025 

terdapat sebanyak 6 lembaga yang berkerjasama dangan BNNP Sumbar. 

 Data fasilitas layanan rehabilitasi (LRIP dan LRKM) Tahun 2025 

No Lembaga Status 

1  RSJ. Prof. HB. Sanin  LRIP 

2  Puskesmas Lubuk Begalung  LRIP 

3  Puskesmas Naras  LRIP 

4  Puskesmas Biaro  LRIP 

5  Klinik Intan Sari  Padang  LRKM 

6  Yayasan Karunia Insani  LRKM 

 

e. Data fasilitas IPWL (kategori aktif atau tidak). 

Data fasilitas IPWL di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 40 lembaga 



f. Data penyalah guna narkoba yang telah mendapat layanan 

rehabilitasi. 

Pada tahun 2025 terdapat 118 orang penyalah guna narkoba yang 

mendapatkan layanan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Sumatera Barat. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat 268 orang 

penyalah guna narkoba yang mendapatkan layanan rehabilitasi.  

Layanan Rehabilitasi yang dimaksud ada layanan rawat jalan yang 

dilayani oleh beberapa konselor. Masing-masing penyalah guna 

memiliki 1 konselor yang menangani asesmen awal hingga akhir dalam 

beberapa kali pertemuan. Jadwal layanan rawat jalan telah ditentukan 

oleh konselor masing-masing dan setiap penyalah guna (klien) 

didampingi oleh keluarga/wali 

g. Data penghuni lapas kasus penyalahgunaan narkoba. 

Data penghuni Lapas kasus penyalahgunan Narkoba di wilayah 

Sumatera Barat per tahun 2024 sebanyak 3.280 orang. 

h. Data dan informasi kondisi demografi kewilayahan, 

sekolah, perguruan tinggi. 

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di wilayah 

barat Indonesia yang memiliki karakter kewilayahan sangat beragam, 

terdiri atas kawasan pesisir, dataran tinggi, dan wilayah kepulauan. 

Secara administratif, Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten/kota 

dengan total luas wilayah 42.012,89 km². Kondisi geografis yang 

dipengaruhi oleh bentang Bukit Barisan, garis pantai yang panjang, 

serta keberadaan Kepulauan Mentawai menjadikan dinamika 

demografi dan penyebaran penduduk di provinsi ini berbeda 

antarwilayah. 

Jumlah penduduk Sumatera Barat diperkirakan telah mencapai lebih 

dari 5,7 juta jiwa dengan persebaran yang tidak merata. Berdasarkan 

data BPS Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian laki-laki berjumlah 

2.841.802 jiwa dan perempuan berjumlah 2.798.827 jiwa. Konsentrasi 

penduduk tertinggi berada di Kota Padang, diikuti oleh Bukittinggi dan 

Payakumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, jasa, pendidikan, 



dan perdagangan. Sementara itu, wilayah dataran tinggi seperti Agam, 

Tanah Datar, dan Limapuluh Kota menunjukkan pola persebaran 

penduduk yang lebih merata, didukung oleh aktivitas pertanian dan 

pariwisata. Adapun Kepulauan Mentawai memiliki kepadatan penduduk 

yang rendah dan tantangan geografis yang menuntut penguatan 

konektivitas serta ketersediaan infrastruktur dasar. 

Mobilitas penduduk Sumatera Barat juga dipengaruhi oleh budaya 

merantau yang kuat, sehingga arus migrasi keluar daerah relatif tinggi. 

Meskipun demikian, migrasi masuk tetap terjadi terutama ke kota-kota 

pusat pendidikan dan perdagangan. Dinamika mobilitas ini 

mempengaruhi pola ketenagakerjaan, struktur sosial masyarakat, dan 

arah pembangunan ekonomi antarwilayah. 

Secara keseluruhan, kondisi demografi kewilayahan Sumatera Barat 

memberikan peluang besar bagi pembangunan daerah melalui 

pemanfaatan bonus demografi, pengembangan pusat-pusat 

pertumbuhan baru, serta penguatan konektivitas antarwilayah. Namun 

demikian, berbagai tantangan seperti ketimpangan kewilayahan, risiko 

bencana, peningkatan urbanisasi, dan awal fase penuaan penduduk 

perlu menjadi perhatian dalam penyusunan agenda pembangunan 

jangka menengah tahun 2025–2029. 

Adapun data-data lainnya sebagai berikut: 

 Jumlah Fasilitasi Kesehatan : 

◻ Rumah Sakit Umum Daerah : 82 

◻ Pusat Kesehatan Masyarakat : 278 

 Jumlah Sarana Pendidikan 

◻ SD Sederajat   : 4,409 

◻ SMP Sederajat   : 1,270 

◻ SMA Sederajat  : 558 

◻ Perguruan Tinggi (PT)  :128 

 

 

 



i. Data SDM BNN di wilayah Provinsi (Termasuk BNN 

Kabupaten/Kota, jumlah dan kategorinya). 

 Data SDM / Pegawai BNN Provinsi Sumatera Barat : 

◻ ASN : 31 Orang 

◻ Polri : 16 Orang 

◻ PPNPN : 23 Orang 

 Data SDM / Pegawai BNNK Solok 

◻ ASN : 16 Orang 

◻ Polri : 0 Orang 

◻ PPNPN : 11 Orang 
 

 Data SDM / Pegawai BNNK Payakumbuh 

◻ ASN : 16 Orang 

◻ Polri : 1 Orang 

◻ PPNPN : 11 Orang 

 Data SDM / Pegawai BNNK Sawahlunto 

◻ ASN : 15 Orang 

◻ Polri : 0 Orang 

◻ PPNPN : 11 Orang 

 Data SDM / Pegawai BNNK Pasaman Barat 

◻ ASN : 11 Orang 

◻ Polri : 0 Orang 

◻ PPNPN : 13 Orang 

j. Data sarana prasarana perkantoran (gedung kantor milik 

sendiri, sewa atau pinjam pakai). 

Saran Prasarana Perkantoran BNN Provinsi Sumatera Barat sampai 

tahun 2021 masih berstatus pinjam pakai. Dari tahun 2022 sampai 

saat ini berstatus sewa. 

k. Sarana klinik BNNP dan BNNK. 

Dalam hal sarana dan prasarana Klinik Pratama BNN Provinsi 

Sumatera Barat antara lain : Komputer, Tensi Meter, Timbangan 

Badan, Pengukur Suhu, brankar, kursi roda, obat – obatan, rapid test 

urine dan pot urine. 



 

l. Senjata api; dll 

Dukungan transportasi, pengamanan petugas dan lingkungan kantor 

BNN Provinsi Sumatera Barat dilengkapi dengan : 

◻ 4 unit Kendaraan Roda 2 

◻ 8 unit kendaraan Roda 4 terdiri dari : 

 1 unit kendaraan Kepala 

 2 unit kendaraan operasional 

 1 unit kendaraan tahanan 

 3 unit mobil sosialisasi 

 1 unit mobil tes urine 

◻ 26 Pusuk Senjata Api Laras Pendek 

◻ 7 Pucuk Senjata Api Laras Panjang 

◻ 31 unit rompi anti peluru 

◻ 2 unit brankas senjata 

◻ 2 unit alat ekstrak data 

◻ 1 unit alat tes narkotika 

 

m. Data kondisi capaian dan evaluasi kinerja periode 

sebelumnya. 

Data capaian atau realisasi anggaran pada tahun anggaran 2023 

sebesar 98,76 % sementara di Tahun 2024 sebesar 96,83%. Tahun 

2024 terdapat self blocking sebesar Rp 12.928.000,- 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Perjanjian kinerja BNNP 

Sumatera Barat tahun 2024 menetapkan 13 (tiga belas) sasaran 

kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 18 (delapan 

belas) indikator. Disamping itu BNNP Sumatera Barat juga 

melakukan berbagai kegiatan pendukung lainnya dalam upaya 

meningkatkan akuntabilitas kinerja di wilayah Sumatera Barat. 

 

 

 



 

Realisasi Capaian Kinerja BNNP Sumatera Barat Tahun 2024 

No Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

 
T a r g e t 

2024 

  

 Realisasi 

2023 
Realisasi 

2024 

Capaian 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Meningkatnya 
daya tangkal 
anak dan 
remaja 
terhadap 
pengaruh buruk 
penyalahgunaa
n dan 
peredaran 
gelap narkotika 

Jumlah 
kabupaten/kota 
dengan Indeks 
Ketahanan Diri 
Remaja 
Terhadap 
Penyalahgunaa
n Narkoba 
berkategori 
“Tinggi” di 
wilayah provinsi 

3 Kab/Kota 4 Kab/Kota 3 Kab/Kota 75 % 

2 Meningkatnya 
daya tangkal 
keluarga 
terhadap 
pengaruh buruk 
penyalahgunaa
n dan 
peredaran 
gelap narkotika 

Jumlah 
kabupaten/kota 
dengan Indeks 
Ketahanan 
Keluarga 
Terhadap 
Penyalahgunaa
n Narkoba 
berkategori 
“Tinggi” di 
wilayah provinsi 

4 Kab/Kota 4 Kab/Kota 4 Kab/Kota 100 % 

3 Meningkatnya 
kesadaran 
dan 
kepedulian 
masyarakat 
dalam 

Jumlah 
kabupaten/kota 
dengan Indeks 
Kemandirian 

Partisipasi 

berkategori 

4 Kab/Kota 4 Kab/Kota 4 Kab/Kota 100 % 

 penanganan 
P4GN 

“Mandiri” di 

Wilayah Provinsi 

    

4. Meningkatnya 
upaya 
pemulihan 
kawasan atau 
wilayah rawan 
narkoba 
secara 
berkelanjutan 

Jumlah 
kawasan rawan 
di wilayah 
provinsi yang 
beralih status 
dari “Bahaya” 
menjadi 
“Waspada” 

1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 100 % 



  Nilai 
Keterpulihan 
Kawasan 
Rawan yang 
diintervensi 

3,55 

Indeks 

3,55 

Indeks 

2,45 69 % 

5. Meningkatnya 
upaya 
pemulihan 
penyalahguna 
dan/atau 
pecandu 
narkotika 

Persentase 
penyalahguna 
dan/atau 
pecandu 
narkotika yang 
mengalami 
peningkatan 
kualitas hidup 

56,25 % 68 % 83,56 123 % 

6. Meningkatnya 
kapasitas 
tenaga teknis 
rehabilitasi 

Jumlah petugas 
penyelenggara 
layanan IBM 
yang terlatih 

60 Orang 10 Orang 10 Orang 100 % 

  Jumlah petugas 
Rehabilitasi 
yang 
tersertifikasi 
kompetensi 
teknis 

4 Orang - - - 

7. Meningkatnya 
aksesibilitas 
dan 
kemampuan 
fasilitas 
layanan 
rehabilitasi 
narkotika 

Jumlah lembaga 
rehabilitasi yang 
memenuhi 
Standar 
Pelayanan 
Minimal (SPM) 
di Wilayah 
Provinsi 

2 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga 100 % 

  Jumlah unit 
penyelenggara 
layanan 
rehabilitasi IBM 
yang 
operasional 

10 Unit 10 Unit 10 Unit 100 % 

8. Meningkatnya 
kualitas 
Layanan 
rehabiltiasi 
narkotika 

Indeks 
kepuasan 
layanan klinik 
rehabilitasi 
BNNP 

3,40 

Indeks 

3,06 

Indeks 

3,48 

Indeks 

114 % 

9. Meningkatnya 
pengungkapa
n tindak 
pidana 
narkotika dan 
lahan 
tanaman 
ganja dan 
tanaman 
terlarang 
lainnya 

Jumlah berkas 
perkara tindak 
pidana narkotika 
dan prekursor 
narkotika yang 
P-21 

41 

Berkas 

10 

Berkas 

12 

Berkas 

120 % 



10. Meningkatnya 
pengawasan 
tahanan dan 
barang bukti 
narkotika 

Nilai tingkat 
keamanan, 
ketertiban, dan 
kesehatan 
tahanan 

100 % 100 % 100 % 100 % 

  Nilai tingkat 
keamanan 
barang bukti 
narkotika dan 
non narkotika 

100 % 100 % 100 % 100 % 

11. Meningkatnya 
proses 
manajemen 
kinerja secara 
efektif dan 
efisien 

Nilai Kinerja 
Anggaran 

94,19 % 95 

Indeks 

99,09 

Indeks 

104 % 

  Jumlah BNNK di 
wilayah provinsi 
dengan NKA 
mencapai target 

2 Kab/Kota 4 Kab/Kota 4 Kab/Kota 100 % 

12. Meningkatnya 
tata kelola 
administrasi 
keuangan 
yang sesuai 
prosedur 

Nilai Indikator 
Kinerja 
Pelaksanaan 
Anggaran 
(IKPA) 

96,93 

indeks 

97,23 

Indeks 

99 

Indeks 

102 % 

  Jumlah BNNK di 
wilayah Provinsi 
dengan Nilai 
IKPA mencapai 
target 

4 

Kabupaten/ 
kota 

3 

Kabupaten/ 
kota 

3 Kab/Kota 100 % 

13. Meningkatnya 
Pengelolaan 
reformasi 
birokrasi unit 
kerja vertikal 

Nilai Zona 
Integritas BNN 
Berdasarakan 
Penilaian 
Internal 

71,22 

Indeks 

75 Indeks 83,32 

Indeks 

111 % 

 

  



B. POTENSI DAN PERMASALAHAN 

1. Potensi 

Berdasarkan analisa kondisi lingkungan strategis terkait berbagai 

permasalahan narkoba di wilayah provinsi, terdapat sejumlah 

potensi baik secara internal maupun eksternal organisasi BNN 

Provinsi Sumatera Barat yang dapat dikelola dan dioptimalisasi. 

Berbagai potensi tersebut adalah: 

a. Sumber Daya Alam 

Sumber daya alam yang ada di Sumatera Barat adalah berupa 

batubara, batu besi, batu galena, timah hitam, seng, 

mangan, emas, batu kapur (semen), kelapa sawit, kakao, 

gambir dan hasil perikanan. Perairan pantai barat dan 

Kepulauan Mentawai memiliki banyak kehidupan laut yang 

memiliki nilai ekonomi tinggi. Di daerah perbukitan dan 

pegunungan terdapat perkebunan karet, cengkih, dan lada. 

Kawasan pegunungan yang ditutupi hutan menghasilkan kayu. 

Medan yang berat karena banyaknya lereng perbukitan yang 

curam merupakan tantangan utama pengembangan sektor 

pertanian dan perkebunan di daerah ini. Bahan galian juga 

banyak terdapat di daerah ini. Salah satu yang telah banyak 

memberi manfaat bagi daerah ini adalah batuan kapur sebagai 

bahan dasar industri semen. PT Semen Padang telah 

memanfaatkan kekayaan alam ni selama puluhan tahun. Batu 

kapur banyak terdapat di sekitar Padang, daerah sekitar Danau 

Singkarak, dan Padang Panjang. Bahan galian lainnya adalah 

batu bara di Sawahlunto serta obsidian dan batu andesit di 

Padang Pariaman. Sumber air yang melimpah juga telah 

banyak memberi manfaat bagi pembangunan daerah ini. 

Perairan danau Singkarak dan Maninjau telah lama 

dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Sumber air 

ini juga memiliki potensi besar untuk diolah dan dikemas 

menjadi air mineral. 

 



b. Geografis   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provinsi Sumatera Barat secara astronomis terletak antara 0o 

54’ Lintang Utara dan 3o 30’ Lintang Selatan dan antara 98o 36’ 

- 101o 53’ Bujur Timur. Sumatera Barat terletak di pesisir barat 

bagian tengah pulau Sumatera dan mempunyai luas wilayah 

sekitar 42,01 ribu Km2 . Provinsi Sumatera Barat berbatasan 

langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, 

Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu dan Samudera 

Indonesia.Secara administratif, Wilayah Provinsi Sumatera 

Barat 

berbatasan langsung dengan: 



 

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara. 

2. Sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu. 

3. Sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi. 

4. Sebelah Barat dengan Samudera Hindia. 

 

c. Sumber Daya Manusia 

Hasil sensus penduduk 2024 jumlah penduduk provinsi 

sumatera barat 5.757,21 ribu jiwa. Sedangkan rasio jenis 

kelamin di Sumatera Barat sebanyak 50.38 %. Sementara, 

jumlah penduduk perempuan di Sumatera Barat sebanyak 

49,62 % dari penduduk Sumatera Barat. Dari kedua informasi 

tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Sumatera Barat 

sebesar 101, yang artinya terdapat 101 laki-laki per 100 

perempuan di Sumatera Barat pada tahun 2024. 

2. Permasalahan 

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian 

dan prioritas penanganan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat, 

dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan 

dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi 

Provinsi Sumatera Barat adapun sejumlah permasalahan tersebut 

adalah: 

a. Keadaan Geografis 

Jalur laut menjadi jalur favorit penyelundupan narkoba ke 

Indonesia dengan menggunakan kapal penumpang, kapal 

tradisional, atau speedboat, para pengedar narkoba beraksi 

di perairan indonesia. Narkoba masuk ke provinsi sumbar 

(85%) melalui jalur laut selebihnya udara dan daratan lewat 

perbatasan-perbatasan. Di provinsi sumatera barat narkoba 

masuk melalui sepanjang daerah pesisir pantai ( tiku, 

pariaman, pdng, painan, kambang dan kepulanan 

mentawai). 



 

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) 

Kebutuhan Sumber daya manusia yang ada pada Satker BNN 

Provinsi Sumatera Barat masih sangat kurang. Jumlah 

keseluruhan personil pada BNN Provinsi Sumatera Barat ASN 

31 orang, Polri 16 orang, PPNPN 23 orang. Berdasarkan 

ketentuan Daftar Susunan Pegawai pada Provinsi sebanyak 211 

Orang. 

c. Belum adanya fasilitas rehabilitasi khusus penanganan 

penyalahgunan Narkoba Kurangnya kepedulian masyarakat 

untuk memberikan informasi mengenai peredaran dan 

penyalahgunaan gelap narkoba yang mereka ketahui. 

  



BAB II 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL 

 
A. TUJUAN ORGANISASI 

Tujuan Organisasi BNN sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 

20252029, yakni: Melindungi dan Menyelamatkan Bangsa dari 

Bahaya Narkoba untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional, 

mencerminkan orientasi jangka menengah lembaga dalam 

melaksanakan mandat negara untuk menjaga ketahanan bangsa dari 

ancaman narkotika yang menghambat pembangunan manusia dan 

daya saing nasional. Tujuan ini menjadi landasan bagi seluruh arah 

kebijakan, program, dan kegiatan BNN, yang berfokus pada 

perlindungan masyarakat serta penguatan ketahanan sosial terhadap 

bahaya narkoba sebagai bagian integral dari agenda pembangunan 

nasional. Tujuan tersebut memiliki dua sasaran strategis yaitu: 

1. Meningkatnya Ketahanan dan Keberdayaan Masyarakat, Derajat 

Keterpulihan dan Efektivitas Penegakan Hukum Penyalahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkoba. Sasaran strategis ini 

menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat, 

optimalisasi layanan rehabilitasi, dan peningkatan efektivitas 

penegakan hukum untuk menekan dampak penyalahgunaan 

narkoba. 

2. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Agile, Berkualitas dan 

Transformatif Berbasis Kolaborasi Lintas Unit dan Lintas Instansi. 

Sasaran strategis ini menegaskan pentingnya reformasi 

kelembagaan dan transformasi tata kelola internal yang adaptif, 

profesional, serta berbasis kolaborasi lintas sektor guna 

memastikan seluruh proses manajerial mendukung pencapaian 

tujuan utama BNN secara berkelanjutan.  

Tujuan BNN berfungsi sebagai pedoman normatif yang menegaskan 

mandat lembaga dalam melindungi bangsa dari ancaman narkotika, 

sedangkan sasaran strategis berperan sebagai instrumen 

implementatif untuk merealisasikan tujuan tersebut melalui 



pendekatan pembangunan manusia, penguatan sistem hukum, serta 

tata kelola kelembagaan yang efektif. Oleh karena itu, keberhasilan 

pencapaian sasaran strategis menjadi ukuran konkret bagi 

terwujudnya tujuan BNN secara menyeluruh, yakni terbangunnya 

bangsa yang terlindungi, berdaya, dan tangguh terhadap bahaya 

narkotika. 

Tujuan dan sasaran strategis tersebut menjadi arah fokus yang harus 

diwujudkan secara konsisten oleh seluruh jajaran BNN, baik di tingkat 

pusat maupun daerah. Dalam hal ini, BNN Provinsi Sumatera Barat 

sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan 

seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target 

organisasi yang telah ditetapkan.



 

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL 

Kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Sumatera Barat 

merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan BNN tahun 2025 -2029 

antara lain: 

1. Pemberdayaan Karakter dan Budaya Individu, Keluarga, dan 

Masyarakat sebagai Upaya Strategis Pencegahan terhadap Bahaya 

Narkoba; 

2. Penguatan Penegakan Hukum, Kolaborasi dan Jaringan pada 

Tingkat Nasional, Regional, dan Internasional dalam Pemutusan 

Jaringan Narkoba; 

3. Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Rehabilitasi dalam 

Penanganan Pengguna Narkoba untuk Pemulihan, Penyelamatan 

Jiwa dan Kesehatan Pengguna Narkoba; 

4. Penyelenggaraan Kebijakan P4GN berbasis Data Strategis 

(Evidence Based Policy); 

5. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Melalui Transformasi Digital 

Menuju Joined Up Governance  

Arah kebijakan BNN pada tataran makro tersebut kemudian dijabarkan 

secara lebih terperinci dengan mempertimbangkan dinamika serta 

kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di tingkat 

kabupaten/kota. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN 

Provinsi Sumatera Barat juga menyelarasakan dengan kebijakan BNN 

yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan 

kapasitas kelembangaan BNN. Selain itu, perumusan kebijakan dan 

strategi BNN Kabupaten/Kota juga diselaraskan dengan arah kebijakan 

dan strategi unit kerja eselon I sebagai upaya memastikan konsistensi 

arah dan efektivitas implementasi kebijakan di seluruh jenjang 

organisasi. 

 



Dalam pelaksanaannya, kebijakan dan strategi BNN 

Provinsi/Kab/Kota disusun secara kontekstual, menyesuaikan 

karakteristik dan kebutuhan spesifik setiap wilayah. Berdasarkan hal 

ini, arah kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Sumatera 

Barat dirumuskan sebagai berikut: 

a) Arah Kebijakan “Peningkatan ketahanan keluarga dan komunitas 

terhadap penyalahgunaan narkoba melalui pelaksanaan program 

edukasi, advokasi, dan pemberdayaan berbasis kearifan serta 

konteks lokal” 

Kebijakan ini menitikberatkan pada penguatan ketahanan sosial 

masyarakat terhadap ancaman narkoba melalui pendekatan edukatif, 

partisipatif, dan kontekstual. Program edukasi bertujuan 

meningkatkan literasi dan kesadaran mengenai bahaya narkoba di 

tingkat keluarga dan komunitas. Advokasi diarahkan pada 

pengembangan dukungan sosial dan kebijakan yang kondusif, 

sementara pemberdayaan berbasis kearifan lokal memanfaatkan nilai 

dan praktik budaya setempat sebagai fondasi untuk memperkuat 

ketahanan masyarakat secara berkelanjutan. 

Arah kebijakan ini merupakan penjabaran operasional dari arah 

kebijakan unit kerja eselon I, yakni “Penguatan literasi dan partisipasi 

masyarakat dalam gerakan nasional P4GN berbasis keluarga, 

pendidikan, dan komunitas,” (contoh) yang bersumber secara strategis 

dari kebijakan makro BNN “Pemberdayaan karakter dan budaya 

individu, keluarga, dan masyarakat sebagai upaya strategis 

pencegahan terhadap bahaya narkoba.” 

Keterpaduan ketiga tingkatan kebijakan ini mencerminkan 

kesinambungan antara arah strategis nasional dan pelaksanaan teknis 

di tingkat daerah. Dengan demikian, kebijakan di tingkat 

kabupaten/kota berfungsi sebagai instrumen implementatif untuk 

mewujudkan mandat kelembagaan melalui program edukasi, advokasi, 

dan pemberdayaan yang disesuaikan dengan konteks sosial-budaya 

lokal. 



Strategi operasional dari arah kebijakan ini: 

1. Mengembangkan jejaring relawan anti narkoba di sekolah, 

kampus, instansi pemerintah, dan nagari 

2. Mendorong keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda 

dalam kampanye pencegahan narkoba 

3. Melaksanakan program edukasi dan sosialisasi P4GN berbasis 

nilai budaya lokal dan kearifan adat nagari. 

b) Arah kebijakan “Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang 

Agile, Berkualitas dan Transformatif Berbasis Kolaborasi Lintas 

Unit dan Lintas Instansi” 

Kebijakan ini menekankan bahwa BNN perlu menjadi lembaga yang 

tangguh, adaptif, dan mampu bertransformasi menghadapi 

dinamika ancaman narkoba yang semakin kompleks — dengan 

mengandalkan kerja kolaboratif di dalam (antar-unit BNN) dan di 

luar (dengan instansi lain, baik pusat maupun daerah). 

Strategi operasional dari arah kebijakan ini: 

1. Memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum (Polri, 

Bea Cukai, Imigrasi, Kejaksaan, dan lainnya) melalui koordinasi 

dan kerjasama untuk melakukan pengawasan di Bandara udara 

dan Pelabuhan laut. 

2. Mengoptimalkan penggunaan intelijen dan teknologi digital 

dalam deteksi dan pemetaan jaringan narkoba. 

3. Melakukan sinergitas terhadap pihak-pihak yang terkait dengan 

penindakan tindak kejahatan narkotika seperti Polda, Kodam, 

dan Pangkopsau. Baik berupa pertukaran informasi maupun 

kegiatan razia yang dilakukan bersama. 

4. Meningkatkan kapasitas tenaga rehabilitasi melalui pelatihan 

dan sertifikasi profesional 

5. Memperluas jangkauan layanan rehabilitasi berbasis 

masyarakat (IBM dan IPWL) 

6. Melakukan pemberdayaan masyarakat pada kawasan rawan 

narkotika dengan menggandeng Perusahaan Badan Usaha Milik 



Negara seperti Pertamina, Pelindo, PT Semen Indonesia dalam 

Hal ini Semen Padang dengan memanfaatkan CSR mereka 

untuk membantu masyarakat mengembangkan keterampilan 

mereka. 

7. Memberi peningkatan kapasitas kepada lembaga-lembaga 

rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat 

serta mendorong didirikannya lembaga rehabilitasi lainnya di 

Wilayah Provinsi Sumatera Barat. 

8. Melakukan koordinasi dan sinergitas terhadap pemerintah 

daerah Provinsi Sumatera Barat dan Forkompinda terkait 

kegiatan-kegiatan P4GN di Provinsi Sumatera Barat. 

  



BAB III 

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 

 
 

A. RENCANA KINERJA 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menetapkan rencana 

kinerja sesuai dengan konstruksi struktur kinerja BNN periode 2025-

2029. Desain rencana kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat 

menggunakan pendekatan cascading kinerja sebagai penjabaran dari 

sejumlah kinerja kegiatan yang dimandatkan ke unit kerja BNN Provinsi. 

Terkait penetapan rencana target kinerja BNN Provinsi sudah termasuk 

rencana target kinerja unit kerja BNN Kabupaten/Kota yang ada di 

wilayah Provinsi. Dengan demikian, rencana target kinerja yang 

ditetapkan dalam Rencara Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi 

merupakan gambaran dan proyeksi rencana target kinerja pelaksanaan 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba di wilayah provinsi. 

Adapun rencana target kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2025-2029 disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kinerja. 

 

B. RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN 

Rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Provinsi 

Sumatera Barat tahun 2025-2029 sebesar Rp 55.342.997.000,- yang 

tersebar di 4 (empat) unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Rencana 

kebutuhan pendanaan tersebut difokuskan untuk mendukung 

pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BNN baik di bidang 

pencegahan dan pemberdayaan, pemberantasan dan rehabilitasi. Selain 

itu, rencana kebutuhan pendanaan juga untuk mendukung operasional 

rutin perkantoran. 

Adapun rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Provinsi 

Sumatera Barat tahun 2025-2029 secara detail disajikan dalam bentuk 

lampiran matrik rencana kebutuhan pendanaan. 



BAB IV 

PENUTUP 

 

 

 Dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen penjabaran 

rencana strategis BNN 2025 - 2029 yang sekaligus menjadi rujukan bagi 

seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera 

Barat. Dalam dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 telah menggambarkan desain 

rencana program kerja dan struktur kinerja seluruh jajaran BNN di wilayah 

Provinsi Sumatera Barat secara hirarkis sesuai ruang lingkup tugas dan 

kewenangan. 

 

 



Lampiran 

Matrik Rencana Kinerja 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 20252029 

 

NO KEGIATAN 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR 

KINERJA 
KEGIATAN 

TARGET KINERJA 

2025 2026 2027 2028 2029 

1. Penyelenggaraan 

Pencegahan 

Penyalahgunaan 
Narkoba 

Meningkatnya 

kesadaran 

masyarakat 

terhadap 
pencegahan 

penyalahgunaan 

narkoba di 

wilayah BNNP 
Sumbar 

Indeks Ketahanan 

Diri Remaja 

Antinarkoba di 

wilayah di BNNP 
Sumbar 52 52 52.5 52.5 53 

2. Penyelenggaraan 

Pemberdayaan 
Masyarakat Anti 
Narkoba 

Meningkatnya 

keterpulihan 
kawasan rawan 

narkoba di 

wilayah BNNP 
Sumbar 

Jumlah kelompok 

masyarakat yang 
menyelenggarakan 

kegiatan P4GN 

secara mandiri di 

wilayah BNNP 
Sumbar 

2 2 2 2 2 

   Nilai keterpulihan 

kawasan rawan 
peredaran dan 

penyalahgunaan 

narkoba di wilayah 
BNNP Sumbar 

2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 



NO KEGIATAN 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA 

2025 2026 2027 2028 2029 

   Jumlah kawasan 

rawan peredaran 
dan 

penyalahgunaan 

narkoba di wilayah 
Provinsi yang 

mengalami 

peningkatan 

derajat 
keterpulihan 

1 1 1 1 1 

3. Penyelenggaraan 

Pemberantasan 
Penyalahgunaan 

dan Peredaran 
Gelap Narkoba 

Meningkatnya 

penyelidikan 
dan penyidikan 

kejahatan 

narkotika di 

wilayah BNNP 
Sumbar 

Jumlah Berkas 

Perkara Tindak 
Pidana Narkotika 

yang Selesai di 
BNNP Sumbar 

15 15 15 20 20 

Jumlah jaringan 

peredaran gelap 

narkotika dan 

prekusor narkotika 
yang berhasil 
dipetakan 

1 1 1 2  2 

Tingkat 

pengawasan 
barang bukti 

tindak pidana 

narkotika BNNP 
Sumbar 

100 

Indeks 

100 

Indeks 

100 

Indeks 

100 

Indeks 

100 

Indeks 



NO KEGIATAN 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA 

2025 2026 2027 2028 2029 

Tingkat 

pengawasan 
tahanan operasi 

tindak pidana 

narkotika BNNP 
Sumbar 

100 

Indeks 

100 

Indeks 

100 

Indeks 

100 

Indeks 

100 

Indeks 

Persentase 

tersangka, 

pecandu, 
penyalahguna dan 

korban 

penyalahguna 
narkoba yang 

diasesmen melalui 

tim asesmen 

terpadu BNNP 
Sumbar 

 

- - - - - 

4. Penyelenggaraan 

Rehabilitasi 

Penyalahguna 
Narkoba 

Meningkatnya 

kemampuan 

lembaga 
rehabilitasi 

yang 

berkelanjutan di 
wilayah BNNP 
Sumbar 

Jumlah fasilitas 

lembaga 

rehabilitasi 
instansi 

pemerintah yang 

memenuhi standar 
rehabilitasi 

nasional di wilayah 
BNNP Sumbar 

5 6 6 6 6 



NO KEGIATAN 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA 

2025 2026 2027 2028 2029 

Jumlah fasilitas 

LRKM yang 
memenuhi standar 

rehabilitasi 

nasional di wilayah 
BNNP Sumbar 

1 1 1 1 1 

Meningkatnya 

kapasitas 

Intervensi 
Berbasis 

Masyarakat 

dalam 
mendukung 
layanan 

rehabilitasi 

berkelanjutan di 

wilayah BNNP 
Sumbar 

Persentase IBM 

yang berkapasitas 

prima di wilayah 
BNNP Sumbar 

- - - - - 

Meningkatnya 

kualitas layanan 

rehabilitasi 
berkelanjutan 

pada fasilitas 

rehabilitasi di 
wilayah BNNP 
Sumbar 

Persentase 

penyalah guna 

narkoba yang 
pulih BNNP 
Sumbar 

71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 

Indeks kepuasan 

layanan 
rehabilitasi BNNP 
Sumbar 

 

3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 



NO KEGIATAN 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA 

2025 2026 2027 2028 2029 

5. Penyelenggaraan 

Layanan 
Dukungan 

Operasional dan 

Manajemen 
Kelembagaan 

Meningkatnya 

tata kelola 
keuangan yang 

transparan, 

akuntabel, 
efektif dan 

efisien di 

wilayah BNNP 
Sumbar 

Nilai Indikator 

Kinerja 
Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA) 
BNNP Sumbar 

99,1 

Indeks 

99,5 

Indeks 

99,5 

Indeks 

99,5 

Indeks 

99,5 

Indeks 

Meningkatnya 

sinkronisasi dan 

harmonisasi 
perencanaan 

dan 

penganggaran 

berbasis kinerja 
di wilayah BNNP 
Sumbar 

Nilai Kinerja 

Perencanaan 

Anggaran BNNP 
Sumbar 

SANGAT 

BAIK 

SANGAT 

BAIK 

SANGAT 

BAIK 

SANGAT 

BAIK 

SANGAT 

BAIK 

Meningkatnya 
pengelolaan 

reformasi 
birokrasi BNNP 

Nilai Zona 
Integritas BNN 

hasil penilaian 
internal 

83.5 83.5 84 84 85 

 

 

 

 



Lampiran 

Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 20252029 

NO KEGIATAN 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

KEGIATAN 

KEBUTUHAN PENDANAAN 

2025 2026 2027 2028 2029 

1. Penyelenggaraan 
Pencegahan 
Penyalahgunaan 
Narkoba 

Meningkatnya 
kesadaran 
masyarakat 
terhadap 
pencegahan 
penyalahgunaan 
narkoba di 
wilayah BNNP 
Sumbar 

Indeks Ketahanan 
Diri Remaja 
Antinarkoba di 
wilayah di BNNP 
Sumbar - 52.000.000 406.800.000 426.800.000 455.800.000 

2. Penyelenggaraan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Anti 
Narkoba 

Meningkatnya 
keterpulihan 
kawasan rawan 
narkoba di 
wilayah BNNP 
Sumbar 

Jumlah kelompok 
masyarakat yang 
menyelenggarakan 
kegiatan P4GN 
secara mandiri di 
wilayah BNNP 
Sumbar 

- - 348.000.000 362.500.000 375.000.000 

   Nilai keterpulihan 
kawasan rawan 
peredaran dan 
penyalahgunaan 
narkoba di wilayah 
BNNP Sumbar 

- 75.000.000 80.000.000 85.000.000 90.000.000 

   Jumlah kawasan 
rawan peredaran 
dan 
penyalahgunaan 
narkoba di wilayah 
Provinsi yang 
mengalami 
peningkatan 

- - - - - 



NO KEGIATAN 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

KEGIATAN 

KEBUTUHAN PENDANAAN 

2025 2026 2027 2028 2029 

derajat 
keterpulihan 

3. Penyelenggaraan 
Pemberantasan 
Penyalahgunaan 
dan Peredaran 
Gelap Narkoba 

Meningkatnya 
penyelidikan 
dan penyidikan 
kejahatan 
narkotika di 
wilayah BNNP 
Sumbar 

Jumlah Berkas 
Perkara Tindak 
Pidana Narkotika 
yang Selesai di 
BNNP Sumbar 

- 70.000.000 75.000.000 80.000.000 85.000.000 

Jumlah jaringan 
peredaran gelap 
narkotika dan 
prekusor narkotika 
yang berhasil 
dipetakan 

- 50.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 

Tingkat 
pengawasan 
barang bukti 
tindak pidana 
narkotika BNNP 
Sumbar 

- 29.000.000 34.000.000 39.000.000 44.000.000 

Tingkat 
pengawasan 
tahanan operasi 
tindak pidana 
narkotika BNNP 
Sumbar 

- 36.000.000 41.000.000 46.000.000 51.000.000 

Persentase 
tersangka, 
pecandu, 
penyalahguna dan 
korban 
penyalahguna 
narkoba yang 
diasesmen melalui 
tim asesmen 

- 119.700.000 228.870.000 223.870.000 243.870.000 



NO KEGIATAN 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

KEGIATAN 

KEBUTUHAN PENDANAAN 

2025 2026 2027 2028 2029 

terpadu BNNP 
Sumbar 

 

4. Penyelenggaraan 
Rehabilitasi 
Penyalahguna 
Narkoba 

Meningkatnya 
kemampuan 
lembaga 
rehabilitasi 
yang 
berkelanjutan di 
wilayah BNNP 
Sumbar 

Jumlah fasilitas 
lembaga 
rehabilitasi 
instansi 
pemerintah yang 
memenuhi standar 
rehabilitasi 
nasional di wilayah 
BNNP Sumbar 

- 45.620.000 67.200.000 78.600.000 89.000.000 

Jumlah fasilitas 
LRKM yang 
memenuhi standar 
rehabilitasi 
nasional di wilayah 
BNNP Sumbar 

- 147.855.000 155.965.000 166.565.000 176.565.000 

Meningkatnya 
kapasitas 
Intervensi 
Berbasis 
Masyarakat 
dalam 
mendukung 
layanan 

rehabilitasi 
berkelanjutan di 
wilayah BNNP 
Sumbar 

Persentase IBM 
yang berkapasitas 
prima di wilayah 
BNNP Sumbar 

- 75.340.000 80.035.000 91.635.000 102.435.000 

Meningkatnya 
kualitas layanan 
rehabilitasi 
berkelanjutan 
pada fasilitas 

Persentase 
penyalah guna 
narkoba yang 
pulih BNNP 
Sumbar 

- 111.750.000 118.200.000 128.950.000 139.700.000 



NO KEGIATAN 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

KEGIATAN 

KEBUTUHAN PENDANAAN 

2025 2026 2027 2028 2029 

rehabilitasi di 
wilayah BNNP 
Sumbar 

Indeks kepuasan 
layanan 
rehabilitasi BNNP 
Sumbar 

 

- 229.120.000 271.640.000 284.940.000 297.690.000 

5. Penyelenggaraan 
Layanan 
Dukungan 
Operasional dan 
Manajemen 
Kelembagaan 

Meningkatnya 
tata kelola 
keuangan yang 
transparan, 
akuntabel, 
efektif dan 
efisien di 
wilayah BNNP 
Sumbar 

Nilai Indikator 
Kinerja 
Pelaksanaan 
Anggaran (IKPA) 
BNNP Sumbar - 11.141.666.000 11.895.333.000 12.169.833.000 12.379.833.000 

Meningkatnya 
sinkronisasi dan 
harmonisasi 
perencanaan 
dan 
penganggaran 
berbasis kinerja 
di wilayah BNNP 
Sumbar 

Nilai Kinerja 
Perencanaan 
Anggaran BNNP 
Sumbar 

- 22.244.000 125.091.000 148.491.000 173.491.000 

Meningkatnya 
pengelolaan 
reformasi 
birokrasi BNNP 

Nilai Zona 
Integritas BNN 
hasil penilaian 
internal 

- - - - - 

         

 

 

 



 

Lampiran  
Matrik Rincian Output dan Rencana Komponen/Sub Komponen  

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat 
Tahun 20252029 

 

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN RINCIAN OUTPUT   KOMPONEN/SUB KOMPONEN 

1. Penyelenggaraan 
Pencegahan 
Penyalahgunaan 
Narkoba 

Indeks Ketahanan Diri Remaja 
Antinarkoba di wilayah di BNNP 
Sumbar 

Penyebarluasan Informasi Pencegahan 
Penyalahgunaan Narkotika Khususnya di 
Kalangan Pelajar 

Penyebarluasan Informasi P4GN Bid Cegah 

 Informasi dan Edukasi melalui insert 
konten 

 Informasi dan Edukasi melalui 
placement televisi daerah 

 Informasi dan edukasi melalui 
placement radio lokal 

 Informasi dan edukasi melalui 
media online 

 Penyuluhan narkoba 

2. Penyelenggaraan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Anti 
Narkoba 

Jumlah kawasan rawan peredaran 
dan penyalahgunaan narkoba di 
wilayah Provinsi yang mengalami 
peningkatan derajat keterpulihan  

Fasilitasi Pengembangan Potensi Masyarakat di 
Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkoba 

 

Pemetaan SDA/SDM Kawasan Peredaran 
Gelap Narkoba 

 Pemetaan potensi SDM dan SDA 
pada kawasan rawan peredaran 
gelap narkoba 

 Rapat kerja dalam rangka sinergi 
program pemberdayaan alternatif 
dengan stakeholder 

Pengembangan Kapasitas Masyarakat di 
Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkoba 

 Bimtek lifeskill bagi masyarakat 
kawasan rawan narkoba 

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 
Fasilitasi Pengembangan Potensi 
Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran 
Gelap Narkoba 



NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN RINCIAN OUTPUT   KOMPONEN/SUB KOMPONEN 

 Monitoring dan evaluasi program 
pemberdayaan alternatif pada 
kawasan rawan narkoba di kab/kota 

  Nilai keterpulihan kawasan rawan 
peredaran dan penyalahgunaan 
narkoba di wilayah BNNP Sumbar 

Fasilitasi Pengembangan Potensi Masyarakat di 
Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkoba 

 

Pemetaan SDA/SDM Kawasan Peredaran 
Gelap Narkoba 

 Pemetaan potensi SDM dan SDA 
pada kawasan rawan peredaran 
gelap narkoba 

Rapat kerja dalam rangka sinergi program 
pemberdayaan alternatif dengan 
stakeholder 

    Pengembangan Kapasitas Masyarakat di 
Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkoba 

 Bimtek lifeskill bagi masyarakat 
kawasan rawan narkoba 

    Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 
Fasilitasi Pengembangan Potensi 
Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran 
Gelap Narkoba 

Monitoring dan evaluasi program 
pemberdayaan alternatif pada kawasan 
rawan narkoba di kab/kota 

3. Penyelenggaraan 
Pemberantasan 
Penyalahgunaan 
dan Peredaran 
Gelap Narkoba 

Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana 
Narkotika yang Selesai BNNP 
Sumbar 

Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit 
Vertikal) 

Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak 
Pidana Narkotika 

 Penyelidikan Kasus Tindak Pidana 
Narkotika 

 Penyidikan Kasus Tindak Pidana 
Narkotika 

 Koordinasi Kegiatan Penyelesaian 
Kasus Tindak Pidana Narkotika 

Operasi Intelijen Teknologi 



NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN RINCIAN OUTPUT   KOMPONEN/SUB KOMPONEN 

Jumlah jaringan peredaran gelap 
narkotika dan prekursor narkotika 
yang berhasil dipetakan*) 

Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana 
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika 

 Analisa informasi jaringan intelijen 
pencocokan dan penelitian data 
hasil analisa dan pusat monitoring 

Operasi Intelijen Taktis 

 Pemetaan informasi jaringan 
intelijen 

Tingkat pengawasan barang bukti 
tindak pidana narkotika BNNP 
Sumbar 

Layanan pengawasan dan pengelolaan barang 
bukti narkotika dan non-narkotika (Unit 
Vertikal) 

Pengawasan dan pengelolaan barang bukti 
narkotika dan non-narkotika (unit vertikal) 

 Penerimaan barang bukti 
 Pengeluaran barang bukti 

Tingkat pengawasan tahanan operasi 
tindak pidana narkotika BNNP 
Sumbar 

Layanan pengawasan dan perawatan tahanan 
tindak pidanan narkotika, prekursor narkotika 
dan TPPU (Unit Vertikal) 

Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak 
Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan 
TPPU (Unit Vertikal) 

 Perawatan kesehatan tahanan 
 Pengawasan tahanan 
 Administrasi tahanan 

Persentase tersangka, pecandu, 
penyalahguna dan korban 
penyalahguna narkoba yang 
diasesmen melalui tim asesmen 
terpadu BNNP Sumbar 

Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak 
Pidana Narkotika (Unit Vertikal) 

Asesmen Terpadu terhadap Tersangka 
dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, 
Pecandu Narkotika, dan Korban 
Penyalahgunaan Narkotika 

 Operasional asesmen terpadu 

4. Penyelenggaraan 
Rehabilitasi 
Penyalahguna 
Narkoba 

Jumlah fasilitas lembaga rehabilitasi 
instansi pemerintah yang memenuhi 
standar rehabilitasi nasional di 
wilayah BNNP Sumbar 

Lembaga Rehabilitasi Narkotika Instansi 
Pemerintah Mitra BNN yang Operasional 

Bimtek dan Asistensi Lembaga Rehabilitasi 

 Rapat koordinasi 
 Monitoring fasilitasi lembaga 

Lembaga Rehabilitasi Narkotika Milik BNN yang 
Operasional 

Pembinaan Teknis 

 Pembinaan teknis 
 Bimbingan teknis BNNK 
 Monitoring dan evaluasi 

Jumlah fasilitas LRKM yang 
memenuhi standar rehabilitasi 
nasional di wilayah BNNP Sumbar 

Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen 
Masyarakat Mitra BNN yang Operasional 

Fasilitas Pembina Lembaga Rehabilitasi dan 
Unit IBM 

 Bimbingan teknis lembaga 
rehabiitasi 



NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN RINCIAN OUTPUT   KOMPONEN/SUB KOMPONEN 

 Monitoring dan evaluasi lembaga 
rehabilitasi 

Petugas Rehabilitasi Narkoba Komponen 
Masyarakat yang Terlatih 

Bimbingan Teknis Petugas Intervensi 
Berbasis Masyarakat 

 Bimbingan teknis petugas IBM 

Persentase IBM yang berkapasitas 
prima di wilayah BNNP Sumbar 

Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Intervensi 
Berbasi Masyarakat 

Koordinasi Pembentukan Unit IBM 

 Koordinasi pembentukan unit IBM 
 Rapat pembentukan unit IBM 

Asistensi dan Monitoring Unit IBM 

 Koordinasi pembentukan unit IBM 
 Evaluasi unit IBM 

Operasional Unit IBM 

Layanan IBM 

 Skrining dan penerimaan awal 
 Layanan wajib 
 Layanan pilihan 
 Bina lanjut/pemantauan 

Persentase penyalah guna narkoba 
yang pulih BNNP Sumbar 

Layanan Pascarehabilitasi/Bina Lanjut 
Penyalahguna Narkotika 

Pemantauan dan Pendampingan Pemulihan 

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi 
BNNP Sumbar 

Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota Operasional Klinik BNNP dan BNNK 

Layanan Rehab Rawat Jalan 

Layanan surat keterangan hasil pemeriksaan 
narkoba (SKHPN) 

Layanan SKHPN 

5. Penyelenggaraan 
Layanan Dukungan 
Operasional dan 
Manajemen 
Kelembagaan 

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 
Anggaran (IKPA) BNNP Sumbar 

Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan 

Operasional dan Pemeliharaan Kantor 

 Pemeliharaan gedung dan penataan 
ruang kantor 

 Administrasi kegiatan 
 Pengelolaan sistem akuntansi 

tingkat UAPA-W 



NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN RINCIAN OUTPUT   KOMPONEN/SUB KOMPONEN 

 Pengelolaan sistem akuntansi 
tingkat UAKPA 

 Koordinasi ke KPPN/KPP/Bank 
 Pengelolaan sistem akuntansi 

tingkat UAPPB-W 
 Pengelolaan sistem akuntansi 

tingkat UAKPB 

Layanan Umum Pelaksanaan Urusan Umum Unit Vertikal 

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 
BNNP Sumbar 

Layanan Perencanaan Program Kerja 

dan Anggaran Unit Kerja 

Penganggaran Satuan Kerja 

 Koordinasi dan sikronisasi RKA pagu 
anggaran BNNP dan wilayah 

 Koordinasi dan sikronisasi RKA pagu 
alokasi BNNP dan wilayah 

 Koordinasi penyelarasan anggaran 
 Supervisi manajemen kinerja BNNP 
 Koordinasi dan sinkronisasi data 

laporan kinerja dan anggaran unit 
kerja 

 


